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Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 321

Mengingat

BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

ayat (1) dan Pasal 322 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 dimana Kepala Daerah

menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama-sama;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dacrah

tentang  Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Tahun 1945;

Anggaran

Anggaran



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 68, - Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2000. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten
Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4268);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

!




10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tazhun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5155);



14.

15.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
ketentuan umum dan tata cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6847); |

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia I

Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);



22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 4
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022
Nomor 4);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 15
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 15);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 8
Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama |
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN

dan
BUPATI BANGKA SELATAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022,




BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 .

Pemerintah  Daerah adalah  Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bangka Selatan.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Bangka Selatan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya -

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan

Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama

oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, ddn ditetapkan dengan
Peraturan Daerah. '

Laporan Keuangan adalah laporan yang berisi informasi
keuangan Kabupaten Bangka Selatan.

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA
adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi
pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA,
pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran,
yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya

dalam satu periode pelaporan.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah Laporan
yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo
Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan tahun
sebelumnya.

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi
keuangan suatu entitas peldporan mengenai aset, utang dan
ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Laporan Operasional adalah Laporan yang menyajikan ikhtisar
sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan
penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk
kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam suatu periode
pelaporan.

Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah
laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber,
penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu
periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada
tanggal pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas adalah menyajikan informasi
kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat
CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang
penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu
pos yang disajikan dalam Neraca, LRA, LAK, LO, LPE dan
LPSAL dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum '

Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak
Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh
Pemerintah Daerah.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode
tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.




19.

20.

21.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau
dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa
masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di
masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah
Daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan
uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan
untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-
sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan
budaya.
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu
yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber
daya ekonomi Pemerintah Daerah.
Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah
Daerah.

BAB II

LAPORAN KEUANGAN
Pasal 2

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan

keuangan memuat ketentuan sebagai berikut :

a.

o

@™ ™o A

laporan realisasi anggaran;

laporan perubahan saldo anggaran lebih;
neraca;

laporan operasional (LO};

laporan arus kas (LAK);

laporan perubahan ekuitas (LPE); dan

catatan atas laporan keuangan.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

huruf a, Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

a.
b.

pendapatan Rp. 1.027.151.634.194,34
belanja Rp. 932.143.094.492,20
surplus/defisit Rp. 95.008.539.702,14
pembiayaan

1. penerimaan Rp. 69.293.702.828,69
2. pengeluaran Rp. 2.000.000.000,00
pembiayaan netto Rp. 67.293.702.828,69|

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 162.302.242.530,83
(SiLPA)




Pasal 4
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf a sebagai berikut :
a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
(Rp. 104.481.291.943,34) dengan rincian sebagai berikut :
1. anggaran pendapatan setelah Rp. 922.670.342.251,00

perubahan
2. realisasi Rp.1.027.151.634.194,34
Selisih lebih/ (kurang) (Rp. 104.481.291.943,34)

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja  sejumlah
Rp. 58.039.296.983,80 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran belanja setelah Rp. 990.182.391.476,00
perubahan .

2. realisasi Rp. 932.143.094.492,20
selisih lebih/(kurang) Rp. 58.039.296.983,80

c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp. 27.496.490.477,14 dengan rincian sebagai berikut:

1. surplus/defisit setelah (Rp. 67.512.049.225,00)
perubahan

2. realisasi Rp. 95.008.539.702,14
Selisih lebih/(kurang) Rp. 27.496.490.477,14

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan

sejumlah Rp. 218.346.396,31 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran penerimaan Rp. 69.512.049.225,00
pembiayaan setelah perubahan

2. realisasi Rp. 69.293.702.828,69 .
selisih lebih/(kurang) Rp. 218.346.396,31

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan

sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pengeluaran Rp. 2.000.000.000,00
pembiayaan setelah perubahan

2. realisasi Rp.  2.000.000.000,00
Selisih lebih/(kurang) ' Rp. 0,00

f.  Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah
Rp. 218.346.396,31 dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran pembiayaan neto Rp. 67.512.049.225,00

setelah perubahan
2. realisasi Rp.  67.293.702.828,69 |
Selisih lebih/(kurang) Rp. 218.346.396,31




Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf b per 31 Desember Tahun 2022 sebagai
berikut: '
a. saldo anggaran lebih awal Rp. 69.512.049.224,69
b. penggunaan SAL sebagai

Penerimaan Pembiayaan Tahun

Berjalan Rp. 69.293.702.828,69
¢. sub total Rp. 218.346.396,00

Silpa Lebih /Kurang Pembiayaan Rp. 162.302.242.530,83

Anggaran (SILPA/SIKPA)

e. koreksi kesalahan tahun lalu (Rp. 218.346.396,00)
saldo anggaran lebih akhir Rp. 162.302.242.530,83
Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, per 31
Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a. jumlah aset Rp. 1.961.705.990.313,18

b. jumlah kewajiban Rp. 21.230.161.937,34

c. jumlah ekuitas Rp. 1.940.475.828.375,84
Pasal 7

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf d, per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut : '
. 984.987.095.003,33

a. jumlah pendapatan (LO) Rp

b. jumlah beban (LO) Rp. 792.880.533.334,60
surplus/defisit dari operasi Rp. 192.106.561.668,73

d. surplus/defisit dari kegiatan non Rp. 0,00
operasional

€. surplus/defisit sebelum pos luar Rp. 192. 106.561.668,73
biasa

f. pos luar biasa Rp. 0,00

g. surplus/defisit LO Rp. 192.106.561.668,73




Pasal 8
Laporan Arus Kas (LAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf e, per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :
a. saldo kas awal per 1 Januari Rp. 67.399.097.935,29
2022
b. arus kas dari aktivitas operasi Rp.285.615.402.287,14
C. arus kas dari aktivitas investasi  (Rp. 191.651.083.583,00)

aset non Keuangan

d. arus kas dari aktivitas Rp. 0,00
pembiayaan

e. arus kas dari aktivitas non (Rp. 3.404.186,00)
anggaran

f. arus kas di bendahara dana Rp. 910.341.916,40
kapitasi (JKN)

g. arus kas di bendahara dana Rp. 31.810.961,00
BOS

h. arus kas lainnya Rp. 0,00

i. saldo kas akhir per 31 Desember
2022 Rp. 162.306.544.240,83

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf f, per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. ekuitas awal Rp. 1.730.377.936.059,82

b surplus/defisit Rp. 192.106.561.668,73

¢.  koreksi nilai persediaan Rp. | 0,00

d koreksi Ekuitas lainnya Rp. 17.991.330.647,29

e.  ekuitas akhir Rp. 1.940.475.828.375,84
Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara

kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11
Rincian Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini,

yang terdiri dari: |
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Lampiran I

Lampiran I.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran II
Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII

Lampiran XIII
Lampiran XIV

Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVII
Lampiran XVIII :
Lampiran XIX

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
Ringkasan LRA menurut urusan Pemerintah
Daerah dan organisasi;

Rincian LRA menurut urusan Pemerintah
Daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan
pembiayaan; |

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah menurut wurusan Pemerintahan
Daerah, organisasi, program dan kegiatan;
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah untuk keselarasan dan keterpaduan
urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam
kerangka pengelolaan keuangan negara;
Daftar piutang daerah;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);

Neraca;

Laporan Arus Kas (LAK);

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);
Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih;

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan
Penyisihan Dana Bergulir;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi)

Pemerintah Daerah |

: Daftar Rekapitulasi realisasi penambahan dan

pengurangan aset tetap daerah,;

: Daftar Rekapitulasi aset tetap daerah;

Daftar  Rekapitulasi  konstruksi dalam
pekerjaan;

Daftar Rekapitulasi aset lainnya;

: Daftar dana cadangan daerah;

Daftar kewajiban jangka pendek;
Daftar kewajiban jangka Panjang;
Daftar  kegiatan-kegiatan yang  belum
diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran

berikutnya; dan !



t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik

daerah/perusahan daerah;

Pasal 12

Bupati menctapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022
sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD.

BAB 111

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 3) Agustus 2023

BUPATI BANGKA SELATAN,

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 3| Agustus 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,
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HEFI NURANDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR |

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR : (1.26/2023)



